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Abstrak
 

Tesis ini membahas mengenai peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bagaimana terjadinya

persekongkolan tender. Regulasi yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah seringkali

mengalami perubahan sehingga menimbulkan perdebatan dan ketidakpastian hukum. Selain diatur dalam

Keppres No. 80 Tahun 2003 dan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang terakhir dirubah dengan Perpres No. 70

Tahun 2012, persekongkolan tender juga diatur dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk lebih memahami bagaimana terjadinya persekongkolan

tender, dalam tesis ini juga dijelaskan mengenai studi kasus tentang persekongkolan tender. Studi kasus

yang diambil adalah Tender Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional (KTP

Elektronik)). Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Yuridis Normatif yaitu penelitian yang

mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan

penelitian ini maka dapat disimpulkan bagaimana persekongkolan tender dapat terjadi dan peran KPPU

dalam mengawasi persekongkolan tender serta putusan yang dikeluarkannya. Tesis ini juga membahas

mengenai penerapan pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 dalam putusan perkara KPPU Nomor 03/KPPUL/ 2012

mengenai Tender Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun

2011 s/d 2012 dengan sumber dana APBN DIPA Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012.

<hr>

This thesis discusses the rules procurement of goods/services and how bid rigging can occur. Regulations

governing the procurement of government goods/services often experience changes that give rise to debate

and legal uncertainty. Regulated by Keppres No. 80/2003 and Perpres No. 54/2010 (last amended by Perpres

No. 70/2012), bid rigging is also regulated in UU No. 5/1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices

and Unfair Business Competition. To better understand how the bid rigging occur, in this thesis also

described the case study of bid rigging. As an example case study is Bid Rigging in Procurement of Goods/

Services In terms of UU No. 5/1999 (Case Study: NIK-Based Identity Card Application Tender (Electronic

KTP)). This research is a normative juridical nature that research refers to the legal norms contained in the

legislation. Based on this study it can be concluded how bid rigging can occur and the Commission's role in

overseeing the bid rigging as well as the issuance of the verdict. This thesis also discusses the application of

Article 22 of UU No. 5/1999 in the court judgment regarding the Commission verdict No. 03/KPPU-L/2012

about Bid Rigging in Procurement of Goods/Services In terms of UU No. 5/1999 (Case Study: NIK-Based

Identity Card Application Tender (Electronic KTP)).
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